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Abstrak

Materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah indonesia. Tujuan
penggunaan materai berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dalam
bagian menimbang huruf (a) dana dalam masyarakat dalam upaya mancapai tujuan pembangunan
nasional. Kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 143/Pid.B/2020/PN LBB di
wilayah Padang Kalumbuak Kecamatan Kuranji selasa (25 Agustus 2020). Penyidik berhasil
menangkap pelaku pemalsuan materai dan brhasil mengamankan barang bukti. Pemalsuan materai
merupakan perbuatan yang dilarang peraturan undang-undang dan dapat dijatuhkan hukum pidana
karna terdapat unsur kesengajaan karena dengan sengaja dan sadar melakukannya walaupun
tindakan tersebut sudah jelas salah dimata hukum. Bagaimana ketentuan hukum pidana tentang unsur
pemalsuan materai, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan materai, dan analisis
terhadap putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PNLBB. Sifat penelitian menggunakan pendekatan penelitian
hukum secara yuridis normatif atau doctrinal research, dimana penelitian hukum meletakkan hukum
sebagai sistem norma yang meliputi: asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan,
putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui, dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan pemalsuan materai. Memahami,
menganalisis mengapa bisa lolos materai palsu di lingkungan masyarakat. Dan untuk melihat dan
mengetahui analisis dari putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PNLBB terkait pemalsuan materai. kebijakan
hukum yang mendasari dari keputusan tersebut dan hukuman yang memberikan efek jera bagi pelaku
pemalsuan Materai di tengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci: Pemalsuan materai, pertanggungjawaban pidana, dan putusan pengadilan

Jurnal Homepage: http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum


mailto:hadibatubara@gmail.com

Jurnal IImiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]
Vol 1 Nomor 3 November 2021, hal: 1-8
ISSN: 2808-6708

1. PENDAHULUAN

Negara indonesia merupakan negara hukum, yang secara legalitas memuat beberapa
aturan untuk memberikan ketentuan dalam suatu tindakan. Pemalsuan terhadap sesuatu
merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang
hukum pidana (KUHP). Materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan
oleh pemerintah Indonesia. Tujuan penggunaan materai berdasarkan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dalam bagian menimbang huruf (a) secara implisit bahwa
tujuan dari penggunaan materai adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam
upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Bea Materai adalah pajak yang dipungut
secara insidentil (sekali pungut) atau dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea
Materai yang dipergunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum sehingga dokumen tersebut
dapat digunakan sebagai alat bukti dimuka pengadilan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 253 dan Undang- Undang
Bea Materai pasal 14 (empat belas) diancam hukuman 7 (tujuh) tahun bagi pelaku yang
meniru atau memalsukan materai yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, dengan maksud
menggunakan atau menyuruh menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan
materai itu sebagai yang asli. Jika maksud tidak ada tidak dikenakan pasal ini. Juga dihukum
pembuat materai dengan cap yang asli dengan melawan hak, yang berarti bahwa pemakai
cap asli itu tidak dengan izin pemerintah.

Pemalsuan merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji selain merugikan juga dapat
merusak keadaan yang sebenarnya telah diatur di awal. Meterai adalah label atau cari dalam
bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur
pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk
membayar pajak atas dokumen. Bea materai adalah pajak atas dokumen. Pemerintah
Repubik Indonesia juga telah mengeluarkan pasal 253 yang berbunyi: “barang siapa meniru
atau memalsukan materai yang dikeluarkan oleh pemerintah indonesia, atau jika diperlukan
tanda-tangan untuk sahnya materai itu, barang siapa meniru atau memalsu tanda-tangan,
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai materai itu sebagai
materai yang asli dan tidak dipalsu atau yang sah, diancam dengan pidana penjara paling
lama 7 (tujuh) tahun”. Pada kasus ini penulis mengambil contoh kasus yang terjadi di
Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 143/Pid.B/2020/PN LBB di wilayah Padang di
Kalumbuak Kecamatan Kuranji selasa (25 Agustus 2020). Penyidik berhasil menangkap
pelaku pemalsuan materai dan berhasil mengamankan barang bukti 144 (seratus empat puluh
empat) keping materai 6000, 49 (empat puluh sembilan) keping materai yang ditemukan
diwarung Miftah Urahma dila, 10 (sepuluh) keping materai yang di temukan di warung Nofriyol,
1 (satu) buah tas merek Bae Back.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung unsur
keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari
luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang
sebenarnya. Pemalsuan materai merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan undang-
undangan dan dapat dijatuhkan hukum pidana karena terdapat unsur kesengajaan karena
dengan sengaja dan sadar melakukannya walaupun tindakan tersebut sudah jelas salah di
mata hukum. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mencoba mengkaji lebih jauh tentang
pemalsuan materai berdasarkan aspek yang mendukung dari kegiatan pemalsuan materai
baik secara materil. Ketentuan hukum pidana Indonesia, mengenal beberapa bentuk
kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek
dan materai, dan pemalsuan surat. Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan
suatu kepentingan hukum (rechtsbelag) yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak
pidana yang bersangkutan.

Kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur
keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu objek, yang sesuatunya itu tampak
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dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang
sebenarnya. Kejahatan pemalsuan dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan, yakni:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)

2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)

3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI)

4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

2. METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan

berdasarkan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai

kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana

penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan

hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum
secara yuridis normatif atau doctrinal research, yang dimana penelitian hukum ini
meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang meliputi: asas asas,
norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,perjanjian serta
doktrin (ajaran). Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan satu penelitian filosofis,
oleh karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum.Kemudian bahan bahan
tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dan di tarik kesimpulan dalam hubungannya
dengan masalah  yang akan di teliti dalam hal  analisis Putusan

Nomor:143/Pid.B/2020/PNLBB atau yang sering dikenal pendekatan normatif tipe dengan

menganalisa Undang-Undang.

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku

di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam ; yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul).
Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data
kewahyuan . dalam rangka pengalaman catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah
yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai nilai ajaran AL
Islam dan Kemuhammadiyahan”, maka setiap mahasiswa FH UMSU dalam
melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian
hukum empiris) wajib mencantum rujukan minimal 1 (satu) surah Al gquran dan
1(satu) hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan
menjawab permasalahan yang akan diteliti.

b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga
diartikan sebagai data yang di peroleh secara langsung kepada masyarakat mengenai
perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.

c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi
tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan
komentar komentar atas putusan pengadilan. Kemudian data sekunder yang yang
digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan
perundang-undangan. Yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku literatur atau bahan bahan
bacaan,hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang
berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum,
ensklopedia, kamus bahasa indonesia,kamus bahasa inggris ,surat kabar, internet
dan lain sebagainya.
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Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui
penelusuran literatur (library research) yang dilakukan di 2 (dua) perpustakaan yaitu
perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan perpustakaan
Universitas Sumatera Utara (USU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis
hanya menganalisa benda benda tertulis seperti buku-buku literature terkait, Studi Putusan
Nomor: 134/Pid.B/2020/PNLBB, peraturan-peraturan perundang undangan terkait dan
sumber data lainnya.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data
yang diperoleh dalam studi kepustakaan (library research) atas bahan hukum akan diuraikan
dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang
lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum putusan
terhadap putusan bebas pelaku pemalsuan materai. Selanjutnya bahan hukum yang telah
ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang
mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan materai. Sehingga dapat membantu untuk
menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana
seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi kasus pemalsuan materai
di kemudian hari.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Pidana Materai 6000

Berawal dari keuntungan yang besar menyebabkan manusia buta akal dan hati sehingga
perilaku kejahatan adalah hal yang biasa. Setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk
melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama
lainnya. Kejahatan adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dapat merugikan dan
mencelakakan orang lain. Kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik,
sangat buruk, sangat jelek, yang dilihat dari kebiasaan orang lain.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan
kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.
Pemalsuan materai dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tujuan tertentu yang secara
illegal akan menggunakan segala macam cara atau membuat materai palsu. Salah satu
alasan seseorang memalsukan materai adalah agar mendapatkan keuntungan berkali-kali
lipat dari harga normal sehingga materai palsu lebih laku terjual di bandingkan materai asli.

Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku berani memalsukan pemalsuan materai antara
lain:

1. Keuntungan yang besar
2. Biaya hidup
3. Dampak wabah covid19 telah menutup pendapatan pelaku

Pemalsuan materai tidak akan terjadi apabila pelaku melakukan prosedur yang berlaku
dalam menjual materai. Pemalsuan adalah salah satu tindakan yang dapat melawan hukum
secara langsung dan berani menentang ketentuan yang berlaku tanpa memikirkan dampak
dari pemalsuan yang dilakukan tersebut.

Pemalsuan materai dilakukan dengan dengan berbagai cara seperti dalam perkara
putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN LBB yang dilakukan terdakwa | Angga Permana
panggilan Angga berawal pada hari senin tanggal 17 bulan Agustus tahun 2020, saat
Terdakwa sedang melihat panjat pinang, terdakwa di panggil oleh Aldi dan Aldi pun bertanya
keadaan usaha terdakwa, terdakwa pun menjawab, semenjak Corona ini warung nasi milik
terdakwa tidak buka, karena mahasiswal/i tidak kuliah. Terdakwa pun menanyakan usaha Aldi,
lalu Aldi pun menjawab kini Aldi menjual materai tempel 6000, materai tempel 6000 ini kurang
aman, materai tempel 6000 palsu, sembari Aldi memperlihatkan kepada terdakwa materai
tempel 6000 dan Aldi bertanya kepada Terdakwa paham tidak, kalau paham coba lah dulu
jual, ini pegang dulu 4 (empat) lembar, dengan total isinya 200 (dua ratus) keping Materai
tempel 6000, lalu Terdakwa menanyakan materai tempel tersebut dijual dengan harga berapa
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dan Aldi pun menjawab jual dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), Aldi pun mengatakan
kalau materai tersebut sudah habis terjual Terdakwa kabari Aldi, baru diperhitungkan
harganya, setelah itu terdakwa memasukkan 4 (empat) lembar materai tempel 6000 tersebut
ke dalam tas Terdakwa, dan tas tersebut Terdakwa simpan di dalam mobil Datsun Go Plus
merah metalik No. Pol BA 1472 NP.

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang
Riau berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik  No.
LAB:1135/DCF/2020, tanggal 25 september 2020, yang ditanda tangani oleh pemeriksa :
Komisaris Polisi Erik Rezakola, ST.MT.M.Eng dan Inspektur Polisi Dua Edwin Setiawan,S,Ds
dan diketahui oleh kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ajun Komisaris Besar
Polisi Ir.Yani Nursyamsu.M.sc yang mana dengan kesimpulan : dari uraian pemeriksaan
tersebut diatas, disimpulkan bahwa: QD 1 s/d QD 203 adalah Non Identik dengan KD atau
dengan kata lain dokumen-dokumen bukti materai tersebut pada BAB 1 A diatas adalah
dokumen materai palsu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 huruf B undang-undang RI
Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua.
Berdasarkan kasus tersebut di atas, maka diketahui bahwa ialah Angga sudah benar-benar
berani mengambil keputusan untuk menjual dengan harga materai tempel 6000 yang sangat
murah dan tidak masuk di akal juga Angga tidak menanyakan perihal murahnya materai
tempel 6000 yang di tawarkan oleh Aldi selaku pemilik materai tempel 6000.

Kejadian pemalsuan materai yang banyak terjadi dalam masyarakat tentunya harus
dilakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi kerugian terhadap masyarakat demi
menghindari kerugian masyarakat dan kerugian negara atas perilaku pemalsuan pada
materai tempel 6000 yang sering di gunakan oleh massyarakat sebagai alat dalam surat
perjanjian. Adapun fungsi materai sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang No.13
Tahun adalah sebagai pajak atas dokumen yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas
hukum untuk membuktikan suatu keadaan, kenyataan dan perbuatan yang bersifat perdata.
Adapun upaya-upaya yang yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya pemalsuan
materai adalah sebagai berikut:

1. Upaya preventif

Penaggulangan kejahatan secara preventif dimaksudkan kepada upaya-upaya yang
dilakukan sebelum tindak kejahatan tersebut terjadi. Kejahatan adalah suatu bentuk saja dari
pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung
tinggi pada suatu masyarakat. Itulah sebabnya para ahli selalu menekankan kepada usaha-
usaha pencegaham karena dianggap paling penting dan utama untuk dipersiapkan.

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja
tetapi kita harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang
diusahakan untuk dihapuskan. Pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi
sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam
ketidakstabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas
dan dalam masa inilah suburnya untuk pertumbuhan kejahatan.

Tindakan preventif dalam mencegah terjadinya pemalsuan materai dalam lingkup
masyarakat adalah dengan memberikan pengertian dan mensosialisasikan kepada
masyarakat agar tidak membeli materai yang dijual di bawah harga nominal dan menyarankan
agar masyarakat membeli materai langsung di kantor Pos. Peranan masyarakat juga sangat
penting sekali di dalam mengawasi, menilai dan menganalisa kejadian-kejadian yang ada
di tengah-tengah masyarakat. Sebab tanpa partisipasi dari masyarakat untuk memantau
prilaku-prilaku yang menyimpang tersebut, maka aparat penegak hukum dan keadilan tidak
akan dapat berbuat banyak. Kepekaan, kepedulian dan rasa tanggung jawab ini sangat
dituntut sekali untuk terjaminnya suatu keamanan ketentraman serta ketertiban. Bila
masyarakat tidak peka terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi disekelilingnya, maka
yang rugi adalah masyarakat itu sendiri.
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Khususnya dalam pemalsuan materai tempel 6000 dilakukan sistim koordinasi antara
pejabat yang ada hubungan langsung seperti kepala desa atau lurah dengan pihak
kepolisian. Selain usaha tersebut di atas, maka upaya pencegahan agar tidak terjadi
kejahatan pemalsuan materai, maka harus ada hubungan yang baik atau kerjasama yang
baik antar instansi pemerintah. Kerjasama antara instansi yang tersangkut dalam masalah
pemalsuan materai ini sangat diperlukan, sebab tanpa adanya kerjasama yang baik,
maka para oknum akan mudah melancarkan aksinya.

2. Upaya Represif

Melalui upaya ini di usahakan untuk melakukan tindakan tegas dan keras kepada pelaku-
pelaku kejahatan pemalsuan materai dengan tujuan untuk menekan bertambahnya angka
kasus kejahatan pemalsuan materai tersebut. Penanggulangan kejahatan pemalsuan materi
tempel, maka diterapkan peraturan dan disiplin yang baik pada warung, juga padagang usaha
makro dan mikro.

Pertanggungjawaban Pelaku Materai

Dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan
materai tempel sebagaimana dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Nomor
143/Pid.B/2020/PN LBB, maka sanksi pidana bagi orang yang dengan sengaja turut serta
menjual, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual materai, tanda atau merek atau
merek yang di palsukan atau yang dibuat dengan melawan hak seolah-olah materai atau
tanda merek asli itu tidak dipalsukan sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal
257 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaaan
alternatif kedua dengan pidana 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 143/Pid.B/2020/PN LBB,
bahwa pelaku tindak pidana perbuatan pemalsuan materai dilakukan oleh terdakwa dengan
menawarkan harga murah pada setiap materai yang dia jual ke warung untuk mendapatkan
keuntungan dari setiap materai yang dijual tanpa memikirkan resiko bagi si pembeli materai
yang dia jualkan sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatan tersebut.
Analisis Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN LBB Terkait Pemalsuan Materai

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa telah
mencoba meyakinkan kalau materai tersebut sama dengan materai yang dijual oleh orang
lain baik di toko tertentu atau di kantor Pos dan mengaburkan kecurigaan mengenai harga
yang murah tersebut dengan menyatakan kalau pembelian dalam jumlah yang banyak akan
membuat semua pedagang materai termasuk terdakwa menurunkan harga karena
keuntungan yang akan diperoleh dari hasil penjualan tersebut. Kemudian fakta-fakta
berdasarkan pengakuan terdakwa yang bersesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan
Kepolisian, menyatakan bahwa terdakwa bersalah, dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya.

4. KESIMPULAN

1. Ketentutuan hukum pidana tentang dasar pemalsuan materai.

2. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana terhadap pemalsuan materai.

3. Analisin keputusan pidana terhadap pelaku yang melakukan pemalsuan material
bahwa. perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 257 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-
1 kitab undang-undang hukum pidana.

4. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) ada beberapa jenis kejahatan yang
bisa dikenali bentuk dari kejahatan tindak pidana pemalsuan.

5. Dasar hukum pemalsuan materai terdapat pada pasal 253, sedangkan ketentuan
tindak pidana yang berhubungan dengan materai terdapat pada pasal 257,260,261 bis.

6. Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai.
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